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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 6                                                TAHUN : 2012  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR 6 TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
perlu disesuaikan; 

b. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum 
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah 
untuk memberikan kontribusi terhadap 
pendapatan daerah; 

 

 

 2 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi 
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 
Nomor 101); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
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Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 
Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraaan Bermotor; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 
Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif 
Retribusi Jasa Umum; 

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran 
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2007 Nomor 5 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 
8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Tahun 2000 Nomor 2 Seri B); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 
20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D); 

 
 
 
 
 

 4 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 
BUPATI KULON PROGO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah 
yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di 
bidang perhubungan. 

5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
serangkaian kegiatan menguji dan/atau 
memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, 
dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan 
laik jalan. 

6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan 
yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa 
mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 
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7. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap 
kendaraan bermotor jenis mobil penumpang 
umum, mobil bus, mobil barang, kereta 
gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan 
di jalan. 

8. Jumlah berat yang diperbolehkan yang 
selanjutnya disingkat JBB adalah berat 
maksimum kendaraan bermotor berikut 
muatannya yang diperbolehkan menurut 
rancangannya. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor. 

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi pengujian kendaraan 
bermotor. 

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu 
tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu. 
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13. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang 
diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terhutang. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar 
yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat 
keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB 
yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi daerah. 

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
daerah serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

 Pasal 2 
 

Setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor.          
 

  Pasal 3 
 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
 

   Pasal 4 
 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan 
yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor. 

 

 BAB III 
 

  GOLONGAN RETRIBUSI 
 

   Pasal  5 
 

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk 
golongan Retribusi Jasa Umum. 
 

BAB  IV 
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal  6 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 
kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor yang diberikan. 
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BAB  V 

 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  7 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur 

dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian 
kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 
a. biaya pengujian; 
b. biaya tanda lulus uji berkala yang terdiri dari 

Buku Uji Berkala, Tanda Uji Berkala dan 
Stiker Tanda Samping;  

c. biaya uji pertama dan numpang uji; 
d. biaya penggantian tanda lulus uji karena 

hilang atau rusak; dan 
e. biaya pengecatan identitas/lokasi. 

 
BAB  VI 

 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  8 

 
Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian 
kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB  VII 
 

PENINJAUAN TARIF 
 

Pasal  9 
 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali. 

 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

 
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), sepanjang tidak menambah objek 
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB  VIII 

 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal 10 

 
Retribusi dipungut di wilayah Daerah. 
 

BAB  IX 
   

MASA RETRIBUSI 
 

Pasal 11 
 

Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 
6 (enam) bulan. 
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BAB  X 
  

PENENTUAN PEMBAYARAN,  
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN 
 

Bagian Kesatu 
 

Penentuan Pembayaran 
 

Pasal  12 
 

(1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan 
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan 
tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 13 
 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara 
tunai atau lunas. 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 

Bagian Kedua 
 

Tempat Pembayaran 
 

Pasal 14 
 

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 
bendahara penerima pada SKPD Pelaksana sesuai 
waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 


